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Abstract Abstrak
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Commercial Banks with embedded Sharia 

Business Unit are obliged to spin-off their 

XQLW�ZKHQ�LWV�DVVHW�YDOXH�KDV�UHDFKHG�����
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attempts to separate the management of SBU 

from Banks, thus expecting higher rate of 

sharia compliance.

0HQXUXW� 88� ��������� %DQN� 8PXP�

Konvensional yang memiliki Unit Usaha 

Syariah wajib memisahkan unitnya apabila 

nilai aset unit tersebut telah mencapai 

����GDUL�WRWDO�DVHW�EDQN�LQGXN��.HZDMLEDQ�

tersebut ditujukan untuk menjadikannya 

sebagai Bank Umum Syariah yang 

terpisah pengelolaannya dari Bank Umum 

Konvensional, sehingga diharapkan lebih 

taat terhadap prinsip syariah.

Kata kunci: bank umum konvensional, unit usaha syariah, pemisahan (spin-off), bank umum 

syariah.

1. Pendahuluan

Bank syariah sebagai sebuah lembaga 

keuangan mulai dikenal di Indonesia sejak 

didirikannya Bank Muamalat Indonesia 

(BMI) pada 1991. BMI merupakan bank 

syariah pertama yang melakukan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Secara hukum, eksistensi bank syariah baru 

diperkenalkan melalui Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(UU 7/1992) dengan sebutan Bank Bagi 

Hasil, yang kemudian ditindaklanjuti dengan 

penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan 

Prinsip Bagi Hasil (PP 72/1992).

Pasal 1 PP 72/1992 menegaskan 

bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil 

adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan 

Rakyat yang melakukan kegiatan usaha 

semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa 

baik bank umum maupun bank perkreditan 

rakyat hanya boleh melaksanakan satu jenis 

kegiatan, yaitu secara bagi hasil atau secara 

konvensional.

Pada perkembangan berikutnya, bank 

umum selain dapat melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional juga dapat 

melaksanakan kegiatan usaha secara syariah 

dengan terlebih dahulu membentuk Unit 

*
 Dosen Bagian Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

� �H�PDLO��NQD¿EXOXPDP#VKDULDOHDUQ�FRP�



608 MIMBAR HUKUM Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, Halaman 607 - 624

Usaha Syariah (UUS). Hal ini berdasarkan 

atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(UU 10/1998 jo. UU 7/1992), yang intinya 

menegaskan bahwa Bank Umum adalah  

bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan/atau berdasarkan 

Prinsip Syariah dalam kegiatannya mem-

berikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.1

Dengan demikian, bank umum dapat 

melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional, secara syariah, atau kedua-

duanya. Hal demikian tidak berlaku dalam 

operasional Bank Perkreditan Rakyat. Era 

UU 10/1998 merupakan era saat eksistensi 

bank syariah diakui, tidak sebatas bank bagi 

hasil tetapi sudah merupakan bank syariah 

dalam arti yang sesungguhnya. Prinsip 

syariah sebagai dasar operasional bank 

syariah diartikan sebagai aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank 

dan pihak lain untuk jasa penyimpanan 

dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, 

atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 

sesuai dengan syariah, antara lain, 

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan 

prinsip penyertaan modal (musharakah), 

prinsip jual beli barang dengan memperoleh 

keuntungan (murabahah), pembiayaan 

barang modal berdasarkan prinsip sewa 

murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan 

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas 

barang yang disewa dari pihak bank oleh 

pihak lain (ijarahwaiqtina).2 Selanjutnya, 

Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

(UU 21/2008 atau UUPS), Prinsip Syariah 

GLGH¿QLVLNDQ� VHEDJDL� SULQVLS� KXNXP� ,VODP�

dalam kegiatan perbankan berdasarkan 

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan 

fatwa di bidang syariah. Lembaga dimaksud 

dalam pasal ini adalah Dewan Syariah 

Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN 

– MUI).

Pendirian UUS merupakan syarat 

agar Bank Umum Konvensional dapat 

memberikan layanan syariah. UUS sendiri 

GLGH¿QLVLNDQ� VHEDJDL� XQLW� NHUMD� GDUL� NDQWRU�

pusat Bank Umum Konvensional yang 

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 

atau unit yang melaksanakan kegiatan  

usaha berdasarkan Prinsip Syariah. UUS 

dapat pula merupakan unit kerja dari kantor 

cabang dari suatu Bank yang berkedudukan 

di luar negeri yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional yang 

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 

cabang pembantu syariah dan/atau unit  

syariah.3

Keberadaan UUS sebagai bagian unit  

kerja atau divisi dari Bank Umum Konven-

sional masih terus diakui keberadaannya 

dalam undang-undang yang khusus meng-

atur perbankan syariah, yakni UU 21/2008. 

Namun demikian, UUS berdasarkan 

undang-undang ini sifatnya sementara, 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 68 ayat 

(1), yakni bahwa dalam hal Bank Umum 

Konvensional yang memiliki UUS yang 

1 Lihat Pasal 1 angka 3 UU 10/1998.
2 Lihat Pasal 1 angka 13 UU10/1998.
3 Lihat Pasal 1 angka 10 UU 21/2008.



609 Umam, Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-off)

nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 

50% dari total nilai aset bank induknya atau 

15 tahun sejak berlakunya UU 21/2008 ini, 

maka Bank Umum Konvensional dimaksud 

wajib melakukan pemisahan UUS tersebut 

menjadi Bank Umum Syariah.

Terlihat dari redaksional pasal tersebut, 

pemisahan UUS bersifat wajib setelah 

memenuhi salah satu dari persyaratan 

yang ditentukan, sekaligus mempertegas 

pernyataan bahwa keberadaan UUS sejak 

semula bersifat sementara. Pemisahan UUS 

menjadi Bank Umum Syariah juga dapat 

dilakukan atas inisiatif bank secara sukarela, 

yakni dengan terlebih dahulu mendapat izin 

dari Bank Indonesia.4

Pemisahan UUS menjadi Bank Umum 

Syariah secara sukarela telah dilakukan oleh 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

(PT BRI). Pasca pemisahan, UUS dari bank 

tersebut digabungkan dengan PT Bank Jasa 

Arta yang telah dikonversi menjadi bank 

syariah, yang kemudian diberi nama PT BRI 

Syariah. Hal serupa juga akan dilakukan 

oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk., yang mana hingga saat ini masih dalam 

proses.

Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut, maka perlu bagi penulis melakukan 

analisis mengenai bagaimana mekanisme 

pemisahan UUS untuk dijadikan sebagai 

Bank Umum Syariah dan bagaimana 

implikasinya terhadap ketaatan menjalankan 

prinsip syariah dari bank tersebut selaku 

anak perusahaan dari Bank Umum Konven-

sional.

2. Mekanisme Pemisahan (Spin-off) 

UUS Menjadi Bank Umum Syariah

Pemisahan (spin-off) merupakan 

lembaga hukum baru di Indonesia yang 

diintrodusir melalui Undang-undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(UUPT) dan UU 21/2008 (UUPS). Dalam 

8837�� SHPLVDKDQ� GLGH¿QLVLNDQ� VHEDJDL�

perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

Perseroan untuk memisahkan usaha yang 

mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva 

Perseroan beralih karena hukum kepada 

satu Perseroan atau lebih atau sebagian 

aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena 

hukum kepada satu Perseroan atau lebih.5 

Dalam konteks bank, lembaga pemisahan 

ini diartikan sebagai pemisahan usaha dari 

satu Bank menjadi dua badan usaha atau 

lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.6

Pasal 135 ayat (1) UUPT menentukan 

bahwa pemisahan dapat dilakukan dengan 

cara pemisahan murni atau pemisahan tidak 

murni. Pemisahan murni mengakibatkan 

seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih 

karena hukum kepada 2 Perseroan lain atau 

lebih yang menerima peralihan dan Perseroan 

yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir 

karena hukum. Sedangkan pemisahan tidak 

murni mengakibatkan sebagian aktiva dan 

pasiva Perseroan beralih karena hukum 

kepada 1 Perseroan lain atau lebih yang 

menerima peralihan, dan Perseroan yang 

melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Pengertian mengenai pemisahan (spin-

off) dapat ditemukan juga dalam Black’s Law 

4 Lihat Pasal 16 ayat (1) UU 21/2008.
5 Lihat Pasal 1 angka 12 UU 40/2007.
6 Lihat Pasal 1 angka 32 UU 21/2008.
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Dictionary, yaitu sebagai berikut:

Spin-off is a corporate divestiture in 

which a division of a corporation be-

comes on independent company and 

stock of the new company is distributed 

to the corporation’s shareholders.7

Pasal 16 UUPS menyatakan bahwa 

UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah 

tersendiri setelah mendapat izin dari Bank 

Indonesia. Ketentuan ini sebagaimana 

dikemukakan di atas menunjukkan bahwa 

secara sukarela Bank Umum Konvensional 

yang telah memberikan layanan syariah 

melalui mekanisme Islamic window dengan 

membentuk UUS pada kantor pusatnya dapat 

melakukan pemisahan UUS dimaksud untuk 

dijadikan sebagai Bank Umum Syariah yang 

merupakan badan hukum mandiri.

Selain memberikan hak bagi Bank 

Umum Konvensional untuk melepas atau 

memisahkan UUS yang dimiliki, UUPS 

pada Ketentuan Peralihan Pasal 68 justru 

mewajibkan Bank Umum Konvensional 

yang telah memenuhi persyaratan tertentu 

untuk melakukan pemisahan UUS. Adapun 

bunyi Pasal 68 dimaksud adalah sebagai 

berikut:

(1) Dalam hal Bank Umum Konven-

sional memiliki UUS yang nilai 

asetnya telah mencapai paling se-

dikit 50% (lima puluh persen) dari 

total nilai aset bank induknya atau 

15 (lima belas) tahun sejak ber-

lakunya Undang-Undang ini, maka 

Bank Umum Konvensional dimak-

sud wajib melakukan Pemisahan 

UUS tersebut menjadi Bank Umum  

Syariah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Pemisahan dan sanksi bagi Bank 

Umum Konvensional yang tidak 

melakukan Pemisahan sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1) diatur  

dengan Peraturan Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia yang 

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) UUPS 

yaitu PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang 

Unit Usaha Syariah (PBI). Pasal 1 angka 

��� 3%,� PHPEHULNDQ� GH¿QLVL� 3HPLVDKDQ�

(spin-off) sebagai pemisahan usaha dari satu 

BUK (Bank Umum Konvensional, pen) 

menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dari pasal ini dapat 

disimpulkan bahwa peraturan perundang-

undangan di bidang Perseroan Terbatas 

berlaku, sepanjang tidak secara khusus 

diatur melalui PBI ini.

Pelaksanaan pemisahan dilakukan oleh 

dewan direksi, tetapi untuk memutuskan 

apakah pelaksanaan tersebut disetujui 

atau tidak adalah melalui Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). Direksi harus 

berkonsultasi dengan para kreditur. Apabila 

kreditur berkeberatan dengan rencana 

tersebut, rencana tersebut harus disampaikan 

dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. 

Selama penyelesaian belum tercapai, maka 

pemisahan tidak dapat dilaksanakan. Hal 

ini dilakukan demi kepentingan kreditur 

karena dapat saja para pemilik perseroan 

memiliki itikad tidak baik menggunakan 

lembaga pemisahan ini sebagai celah untuk 

menghindari pembayaran kewajiban atau 

utang. Pemisahan juga dapat menjadi jalan 

7 Bryan A. Gorner, 2004, Black’s Law Dictionary, Thomson Business, St. Paul, Amerika Serikat, hlm. 1437.
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keluar dalam hal terjadi pertikaian antara 

para pemegang saham sehingga masing-

masing dapat memiliki perusahaan baru.8

Ketentuan secara teknis mengenai 

pemisahan UUS diatur dalam Bab IX Pasal 

40-54 PBI. PBI ini kembali menegaskan 

ketentuan yang tertuang dalam Pasal 

68 UUPS, yakni bahwa Bank Umum 

Konvensional (BUK) yang memiliki UUS 

wajib memisahkan UUS menjadi BUS 

apabila: (i) nilai aset UUS telah mencapai 

50% (lima puluh persen) dari total nilai aset 

BUK induknya; atau (ii) paling lambat 15 

(lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah.

Dalam Pasal 45 PBI 11/10/PBI/2009 

disebutkan modal disetor Bank Umum 

Syariah hasil pemisahan paling sedikit 

sebesar Rp 500 miliar. Modal tersebut 

kemudian wajib ditingkatkan secara bertahap 

menjadi paling sedikit Rp 1 triliun dan harus 

sudah dipenuhi paling lambat 10 tahun 

setelah izin Bank Umum Syariah diberikan 

oleh Bank Indonesia. 

Untuk saat ini, berdasarkan Pasal 4 

PBI, modal kerja Unit Usaha Syariah paling 

sedikit sebesar Rp 100 miliar dan harus 

disisihkan dalam bentuk tunai. Apabila 

Bank Umum Konvensional tidak melakukan 

pemisahan seperti yang diperintahkan Bank 

Indonesia, maka akan dikenakan pencabutan 

izin usaha dari UUS yang dimiliki. 

Jangka waktu 15 tahun ke depan 

untuk memisahkan sekaligus menambah 

modal UUS bukannya tidak mungkin 

dapat dipenuhi oleh bank. Namun, dampak 

krisis keuangan global nampaknya masih 

mencederai beberapa sektor di negeri ini 

termasuk perbankan.

Tentu kondisi ini bukan hal yang mudah 

untuk Bank Umum Konvensional. Untuk 

menambah modal sendiri saja mereka perlu 

merangkak, apalagi harus menambah modal 

di Unit Usaha Syariah-nya. Dapat ditegaskan 

bahwa PBI ini menjadi beban baru bagi Bank 

Umum Konvensional yang memiliki UUS, 

khususnya Bank Umum Konvensional yang 

mempunyai aset tidak begitu besar. Namun 

demikian, Bank Indonesia tetap memberi 

opsi kepada Bank Umum Konvensional. 

Ada dua cara yang dimungkinkan, yakni 

pertama, mendirikan Bank Umum Syariah 

yang baru; kedua, mengalihkan hak dan 

kewajiban UUS kepada Bank Umum Syariah 

(BUS) yang telah ada.

Di sisi lain, Pasal 40 ayat (2) 

menyebutkan bahwa BUK yang memiliki 

UUS dapat memisahkan UUS sebelum ter-

penuhinya kondisi sebagaimana dimaksud 

dengan memenuhi persyaratan dalam PBI 

ini. Hal inilah yang penulis sebutkan di 

atas sebagai pemisahan (spin-off) sukarela, 

yang mana telah dilakukan oleh PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan hendak 

dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk.

Adapun alasan yang menjadi pen-

dorong dilakukannya pemisahan UUS Bank 

Umum Konvensional secara sukarela, dalam 

hal ini Penulis mengambil contoh pada PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang 

GDSDW� GLNODVL¿NDVLNDQ� PHQMDGL� GXD� DVSHN��

yaitu:9

8 Jamin Ginting, 2007, +XNXP�3HUVHURDQ�7HUEDWDV��88�1R�����7DKXQ������, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm. 149.
9 Lihat dalam situs resmi BNI, KWWS���ZZZ�EQL�FR�LG, diakses pada 25 Mei 2010.
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(1) Aspek Eksternal

(1) Terdiri dari aspek regulasi yang  

kian kondusif dengan dikeluarkan-

nya UUPS pada 16 Juli 2008, 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2008 tentang Surat Berharga Syariah 

Negara pada 7 Mei 2008, Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 11/3/2009 

tentang Bank Umum Syariah, 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/10/2009 tentang Unit Usaha 

Syariah, dan adanya penyempur-

naan ketentuan pajak termasuk 

pengenaan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) terhadap produk yang 

berdasarkan prinsip jual beli serta 

kemudahan bank untuk melakukan 

pemisahan unit syariahnya. Hal ter-

sebut merupakan langkah strategis 

bagi perkembangan industri 

perbankan syariah di masa depan.

(2)  Di sisi pertumbuhan industri, dalam 

5 tahun terakhir perbankan syariah 

menunjukkan angka pertumbuhan 

\DQJ�VDQJDW�VLJQL¿NDQ�GLPDQD�WRWDO�

pembiayaan, dana, dan aset tumbuh 

sebesar 34% per tahun (CAGR 

2004-2008). Hal ini jauh melampaui 

pertumbuhan angka perbankan 

konvensional sebesar 19% dan 

25% masing-masing untuk dana 

dan kredit pada periode yang sama. 

Namun demikian, jika dibandingkan 

dengan potensi pasar yang ada, maka 

peluang pengembangan perbankan 

syariah masih terbuka luas. Saat ini 

kontribusi pangsa pasar perbankan 

syariah baru sekitar 2% dari total 

perbankan nasional.

(3)  Aspek eksternal berikutnya adalah 

dari sisi kesadaran konsumen yang 

semakin meningkat. Dari hasil 

survei yang dilakukan pada tahun 

2000-2001 di beberapa provinsi di 

Jawa dan Sumatera, nasabah masih 

meragukan kemurnian prinsip 

syariah terhadap bank syariah yang 

dioperasikan secara Dual Banking 

System (UUS).Untuk menghindari 

keragu-raguan dan persepsi 

masyarakat tersebut, maka ke 

depannya pengelolaan usaha syariah 

oleh UUS seyogyanya dikonversi 

menjadi BUS hasil pemisahan.

(2) Aspek Internal

(4)  Dari aspek internal, UUS BNI 

merupakan bagian dari proses 

pemisahan. Oleh karenanya dalam 

pengembangan bisnisnya UUS 

BNI telah memiliki infrastruktur 

dalam bentuk sistem, prosedur, dan 

mekanisme pengambilan keputusan 

yang independen. Di sisi lain UUS 

BNI juga telah memiliki sumber daya 

dalam bentuk jaringan, dukungan 

IT, serta SDM yang memadai dan 

layak untuk dipisahkan kepada BUS 

hasil pemisahan. Demikian halnya 

dengan kinerja yang dimiliki yang 

mampu bersaing dengan BUS hasil 

pemisahan maupun UUS lainnya di 

dalam industri perbankan syariah 

nasional.

Bentuk-bentuk pemisahan yang dikenal 

sebagai opsi yang diberikan oleh Bank 

Indonesia berdasarkan Pasal 41 PBI Nomor 

11/10/PBI/2009 terdiri dari dua macam, 

penjelasannya yaitu sebagai berikut:

D�� 3HPLVDKDQ�886�GHQJDQ�3HQGLULDQ�

Bank Umum Syariah
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Pendirian BUS hasil Pemisahan dapat 

dilakukan oleh satu atau lebih BUK yang 

memiliki UUS. BUS hasil Pemisahan harus 

memenuhi paling kurang rasio kewajiban 

pemenuhan modal minimum (KPMM) 

minimal 8%.10 Pemberian izin pendirian 

BUS hasil Pemisahan dilakukan dalam 2 

tahap, yaitu:11

1) persetujuan prinsip, yaitu persetujuan 

untuk melakukan persiapan pendirian 

BUS hasil Pemisahan; dan

2) izin usaha, yaitu izin yang diberikan 

setelah BUS hasil Pemisahan siap 

melakukan kegiatan operasional.

Setelah izin usaha diberikan, maka BUS 

hasil Pemisahan wajib melakukan kegiatan 

usaha paling lambat 30 hari terhitung sejak 

tanggal izin usaha diberikan. Pelaksanaan 

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud wajib 

dilaporkan paling lambat 10 hari setelah 

tanggal pelaksanaan.12BUK yang memiliki 

UUS wajib mengajukan permohonan 

pencabutan izin usaha UUS paling lambat 

10 hari setelah hak dan kewajiban UUS 

dialihkan kepada BUS hasil Pemisahan.13

Apabila dalam jangka waktu 30 hari 

BUS hasil Pemisahan belum melakukan 

kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah 

diberikan akan ditinjau kembali. Kemudian 

dalam hal izin usaha BUS hasil Pemisahan 

dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS 

wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki 

UUS paling lambat 1 tahun terhitung sejak 

tanggal izin usaha BUS hasil Pemisahan 

dibatalkan.14

E�� 3HPLVDKDQ� 886� GHQJDQ� 0HQJ�

alihkan Hak dan Kewajiban ke 

Bank Umum Syariah

Pemisahan UUS dengan cara pengalihan 

hak dan kewajiban kepada BUS yang telah 

ada sebagaimana dimaksud hanya dapat 

dilakukan kepada BUS yang mempunyai 

hubungan kepemilikan dengan BUK yang 

memiliki UUS. BUS penerima Pemisahan 

harus memenuhi paling kurang rasio 

kewajiban pemenuhan modal minimum 

(KPMM) minimal 8%.15

Pengalihan hak dan kewajiban UUS 

kepada BUS penerima Pemisahan hanya 

dapat dilakukan dengan persetujuan Bank 

Indonesia. Rencana pengalihan wajib 

diumumkan oleh BUK yang memiliki UUS 

dalam surat kabar yang memiliki peredaran 

nasional paling lambat 10 hari setelah 

tanggal persetujuan.16

Teknis pengalihan hak dan kewajiban 

diatur dalam Pasal 53 PBI Nomor 11/10/

PBI/2009 yang secara lengkapnya adalah 

sebagai berikut:

(1) BUK yang memiliki UUS wajib 

mengalihkan hak dan kewajiban 

UUS kepada BUS paling lambat 30 

(tiga puluh) hari setelah persetujuan 

pengalihan diberikan.

(2) Pelaksanaan pengalihan hak dan 

kewajiban UUS kepada BUS 

penerima Pemisahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib 

11 Lihat Pasal 46 PBI Nomor 11/10/PBI/2009.
12 Lihat Pasal 50 ayat (1) dan (2) PBI Nomor 11/10/PBI/2009.
13 Lihat Pasal 51 PBI Nomor 11/10/PBI/2009.
14 Lihat Pasal 50 ayat (3) dan (4) PBI Nomor 11/10/PBI/2009.
15 Lihat Pasal 41 ayat (3) dan (4) PBI Nomor 11/10/PBI/2009.
16 Lihat Pasal 52 ayat (1) dan (2) PBI Nomor 11/10/PBI/2009.
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dilaporkan oleh BUK yang memiliki 

UUS paling lambat 10 (sepuluh) 

hari setelah tanggal pelaksanaan.

(3) BUS penerima Pemisahan wajib 

melaporkan kondisi keuangannya 

setelah menerima pengalihan hak 

dan kewajiban UUS paling lambat 

10 (sepuluh) hari setelah tanggal 

pelaksanaan.

(4) Apabila dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) pengalihan hak dan kewajiban 

UUS kepada BUS penerima 

Pemisahan belum dilakukan, maka 

persetujuan pengalihan yang telah 

diberikan akan ditinjau kembali.

(5) Dalam hal persetujuan pengalihan 

dibatalkan, maka seluruh kewajiban 

UUS wajib diselesaikan oleh BUK 

yang memiliki UUS paling lambat 1 

(satu) tahun terhitung sejak tanggal 

persetujuan pengalihan dibatalkan.

Dalam hal Pemisahan UUS sebagai-

mana dimaksud di atas mengakibatkan 

BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima 

Pemisahan memiliki rasio 1RQ�3HUIRUPLQJ�

Financing (NPF) netto lebih dari 5 % 

dan/atau mengakibatkan pelampauan 

Batas Maksimum Penyaluran Dana, maka 

BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima 

Pemisahan tersebut wajib menyelesaikan-

nya dalam waktu 1 tahun.17

Apabila ditinjau dengan Pasal 135 

UUPT sebagaimana tersebut di atas, 

pemisahan UUS dari BUK selalu merupakan 

pemisahan tidak murni. Hal ini terjadi karena 

UUS merupakan salah satu divisi dari BUK. 

Oleh karena itu, ketika dipisahkan baik 

dengan cara pendirian BUS baru atau dengan 

cara pengalihan hak dan kewajiban kepada 

BUS yang sudah ada, keberadaan BUK yang 

melakukan pemisahan tetap eksis.

Dengan berubahnya UUS menjadi 

BUS pasca pemisahan, maka ruang lingkup 

kegiatan usaha yang dapat dilakukan lebih 

luas. Adapun kegiatan usaha yang dapat 

dilakukan oleh BUS berdasarkan UUPS 

adalah sebagai berikut:18

a. menghimpun dana dalam bentuk 

Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah 

atau Akad lain yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah;19

b. menghimpun dana dalam bentuk 

Investasi berupa Deposito, Tabungan, 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan Akad 

mudharabah atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah;20

c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil 

17 Lihat Pasal 41 ayat (5) PBI Nomor 11/10/PBI/2009.
18 Lihat Pasal 19 UU 21/2008.
19 ‘Akad wadi’ah’ adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan 

pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang 

atau uang.
20 ‘Akad mudharabah’ dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (malik, shahibul-

mal, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau Bank Syariah) yang bertindak 

sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam 

Akad.
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berdasarkan Akad mudharabah,21 Akad 

musyarakah,22 atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah;

d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan 

Akad murabahah,23 Akad salam,24 Akad 

istishna’,25atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah;

e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan 

Akad qardhatau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah;26

f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan 

barang bergerak atau tidak bergerak 

kepada Nasabah berdasarkan Akad 

ijarah27 dan/atau sewa beli dalam 

bentuk ijarahmuntahiyabittamlik28 

atau Akad lain yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah;

g. melakukan pengambilalihan utang 

berdasarkan Akad hawalah atau Akad 

lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah;29

h. melakukan usaha kartu debit dan/atau 

kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah;

i. membeli, menjual, atau menjamin atas 

risiko sendiri surat berharga pihak 

ketiga yang diterbitkan atas dasar 

transaksi nyata berdasarkan Prinsip 

Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, 

musyarakah, mudharabah, murabahah, 

kafalah,30 atau hawalah;

j. membeli surat berharga berdasarkan 

Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh 

pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

k. menerima pembayaran dari tagihan 

atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan pihak ketiga atau 

antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip 

Syariah;

l. melakukan Penitipan untuk kepentingan 

21 ‘Akad mudharabah’ dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, sha-

hibulmal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau Na-

sabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan 

yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak 

kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
22 ‘Akad musyarakah’ adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang 

masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
23 ‘Akad murabahah’ adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli 

dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
24 ‘Akad salam’adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang di-

lakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
25 ‘Akad istishna’ adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan 

kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni’) dan penjual atau 

pembuat (shani’).
26 ‘Akad qardh’ adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengemba-

likan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
27 ‘Akad ijarah’ adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu 

barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
28 ‘Akad ijarahmuntahiyabittamlik’ adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau 

manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
29 ‘Akad hawalah’ adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menang-

gung atau membayar.
30 ‘Akad kafalah’ adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pem-

beri jaminan (ND¿O) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan 

(makful).
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pihak lain berdasarkan suatu Akad  

yang berdasarkan Prinsip Syariah;

m. menyediakan tempat untuk menyimpan 

barang dan surat berharga berdasarkan 

Prinsip Syariah;

n. memindahkan uang, baik untuk ke-

pentingan sendiri maupun untuk kepen-

tingan Nasabah berdasarkan Prinsip 

Syariah;

o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat 

berdasarkan Akad wakalah;31

p. memberikan fasilitas letter of credit 

atau bank garansi berdasarkan Prinsip 

Syariah; dan

q. melakukan kegiatan lain yang lazim 

dilakukan di bidang perbankan dan 

di bidang sosial sepanjang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah 

dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.32

Berdasarkan pada ketentuan tersebut 

secara garis besar dapat dibedakan 

menjadi tiga kategori kegiatan yang dapat 

dilakukan oleh bank syariah, yaitu kegiatan 

penghimpunan dana (funding), penyaluran 

dana (lending), dan kegiatan di bidang 

jasa (service). Kegiatan usaha dimaksud 

terealisasi dalam produk-produk perbankan 

yang ada.

Produk penghimpunan dana adalah 

produk Simpanan berupa Giro, Tabungan, 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau 

Akad lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah dan Investasi berupa 

Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Sementara yang termasuk dalam 

kategori penyaluran dana adalah produk 

perbankan di bidang pembiayaan yakni 

berupa Pembiayaan bagi hasil berdasarkan 

Akad mudharabah, Akad musyarakah; 

Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, 

Akad salam, Akad istishna’; Pembiayaan 

berdasarkan Akad qardh; dan Pembiayaan 

penyewaan barang bergerak atau tidak 

bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad 

ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk 

ijarahmuntahiyabittamlik.

Pada produk pembiayaan ini diperlu-

kan adanya jaminan. Bentuk jaminan 

yang diterapkan dalam bank syariah sama  

dengan bentuk jaminan yang diterapkan  

pada bank konvensional yaitu terdiri atas 

jaminan perorangan dan jaminan kebenda-

an.33 Jaminan merupakan salah satu hal 

penting bagi bank syariah dalam rangka me-

laksanakan prinsip kehati-hatian (prudential 

principle). Prinsip kehati-hatian adalah 

pengendalian risiko melalui penerapan 

peraturan perundang-undangan dan ke-

tentuan yang berlaku secara konsisten.34

Produk perbankan di bidang jasa terdiri 

dari: pengambilalihan utang berdasarkan 

31 ‘Akad wakalah’ adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas 

nama pemberi kuasa.
32 ‘Kegiatan lain’ adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana 

zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan.
33 Warkum Sumitro, 1996,$VDV�$VDV�3HUEDQNDQ�,VODP�	�/HPEDJD�/HPEDJD�7HUNDLW��37�5DMD*UD¿QGR�3HUVDGD��

Jakarta, hlm. 114.
34 Nindyo Pramono, 2006, %XQJD�5DPSDL�+XNXP�%LVQLV�$NWXDO, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 262.
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Akad hawalah; usaha kartu debit dan/atau 

kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah; menerima pembayaran dari tagih-

an atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan pihak ketiga atau antar 

pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; 

melakukan Penitipan untuk kepentingan 

pihak lain berdasarkan suatu Akad yang 

berdasarkan Prinsip Syariah; menyediakan 

tempat untuk menyimpan barang dan surat 

berharga berdasarkan Prinsip Syariah; 

memindahkan uang, baik untuk kepentingan 

sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah 

berdasarkan Prinsip Syariah; melakukan 

fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan 

Akad wakalah; dan memberikan fasilitas 

letter of credit atau bank garansi berdasarkan 

Prinsip Syariah.

Di samping kegiatan sebagaimana 

dimaksud Bank Umum Syariah dapat pula 

melakukan kegiatan-kegiatan sebagai ber-

ikut:35

a. melakukan kegiatan valuta asing ber-

dasarkan Prinsip Syariah;

b. melakukan kegiatan penyertaan modal 

pada Bank Umum Syariah atau lem-

baga keuangan yang melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan Prinsip 

Syariah;

c. melakukan kegiatan penyertaan modal 

sementara untuk mengatasi akibat 

kegagalan Pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah, dengan syarat harus 

menarik kembali penyertaannya;

d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus 

dana pensiun berdasarkan Prinsip 

Syariah;

e. melakukan kegiatan dalam pasar modal 

sepanjang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar 

modal;

f. menyelenggarakan kegiatan atau pro-

duk bank yang berdasarkan Prinsip 

Syariah dengan menggunakan sarana 

elektronik;

g. menerbitkan, menawarkan, dan mem-

perdagangkan surat berharga jangka 

pendek berdasarkan Prinsip Syariah, 

baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui pasar uang;

h. menerbitkan, menawarkan, dan mem-

perdagangkan surat berharga jangka 

panjang berdasarkan Prinsip Syariah, 

baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui pasar modal; dan

i. menyediakan produk atau melakukan 

kegiatan usaha Bank Umum Syariah 

lainnya yang berdasarkan Prinsip 

Syariah.

Mengenai pelaksanaan prinsip syariah 

dalam produk perbankan secara teknis  

diatur melalui Pasal 2 dan Pasal 3 PBI  

Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan 

Prinsip Syariah dalam Kegiatan Peng-

himpunan Dana dan Penyaluran Dana serta 

Pelayanan Jasa Bank Syariah, serta Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS 

Jakarta perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah 

dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan 

Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa 

Bank Syariah tertanggal 17 Maret 2008. 

Dalam rangka menyesuaikan diri dengan 

UU 21/2008, PBI Nomor 9/19/PBI/2007 

35 Lihat Pasal 20 UU 21/2008.
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dimaksud telah diubah dengan PBI Nomor 

10/16/PBI/2008.

Pasal 2 PBI Nomor 10/16/PBI/2008 

intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha 

penghimpunan dana, penyaluran dana 

dan pelayanan jasa bank berdasarkan 

Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Bank 

merupakan jasa perbankan. Pelaksanaan 

dari kegiatan dimaksud wajib memenuhi 

Prinsip Syariah, yakni dengan memenuhi 

ketentuan pokok hukum Islam antara 

lain prinsip keadilan dan keseimbangan 

(‘adlwatawazun), kemaslahatan (maslahah), 

dan universalisme (alamiyah) serta tidak 

mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan 

objek haram.

Kemudian Pasal 3 PBI Nomor 9/19/

PBI/2007 menegaskan bahwa Prinsip 

Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (1) dilakukan dalam (i) kegiatan peng-

himpunan dana dengan mempergunakan 

antara lain Akad Wadi’ah dan Mudharabah; 

(ii) kegiatan penyaluran dana berupa Pem-

biayaan dengan mempergunakan antara 

lain Akad Mudharabah, Musyarakah, 

Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, 

Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh; 

dan (iii) kegiatan pelayanan jasa dengan 

mempergunakan antara lain Akad Kafalah, 

Hawalah, dan Sharf.36

Hal lain yang juga perlu menjadi 

perhatian dari Bank Umum Konvensional 

yang hendak melepaskan UUS-nya, yaitu 

pengalihan hak dan kewajiban UUS dan 

kesiapan pendanaan, serta ketersediaan dana; 

rencana terhadap manajemen dan pegawai 

UUS; penyelesaian hak dan kewajiban 

terhadap pihak ketiga.

Demikian secara singkat mengenai 

mekanisme pemisahan UUS dari bank 

konvensional selaku induk. PT. BRI Syariah 

yang merupakan anak perusahaan PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah 

contoh sukses dari pemisahan (spin-off) 

yang tujuannya adalah untuk meningkatkan 

HIHNWLYLWDV�GDQ�H¿VLHQVL�NHJLDWDQ�XVDKD��VHUWD�

ketaatan terhadap prinsip syariah.Bagaimana 

implikasi adanya pemisahan UUS terhadap 

ketaatan menjalankan prinsip syariah 

menjadi bahasan pada bagian berikut.

3. Implikasi Pemisahan UUS terhadap 

Ketaatan dalam Menjalankan Prin-

sip Syariah

Bank secara kelembagaan hanya dapat 

dilaksanakan oleh badan hukum berupa 

perseroan terbatas (PT) atau koperasi. 

Apabila lembaga yang dipilih adalah badan 

hukum PT, maka UUPT berlaku baginya, 

sedangkan dalam hal yang dipilih adalah 

Koperasi maka Undang-undang Nomor 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU 

25/1992) yang berlaku. Namun demikian 

dalam pendirian lembaga perbankan saat ini 

lebih memilih berbentuk PT mengingat PT-

lah suatu lembaga hukum yang pengaturannya 

komprehensif dan asas-asas yang terkandung 

di dalamnya lebih memberikan jaminan 

kepastian hukum bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholders).37

36 PBI Nomor 10/16/PBI/2008 tidak mengubah Pasal 3 PBI Nomor 9/19/PBI/2007
37 Abdul Ghofur Anshori, “Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indone-

sia”, 0DNDODK�'LVDPSDLNDQ�SDGD�.XOLDK�3HUGDQD�0DJLVWHU�+XNXP�%LVQLV�GDQ�.HQHJDUDDQ�)+�8*0, Yogya-

karta, 14 Juni 2008 (telah direvisi).
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UUPS mewajibkan bentuk badan 

hukum Bank Syariah berupa PT. Hal ini 

dapat dibaca pada Pasal 7, yakni bahwa 

bentuk badan hukum Bank Syariah adalah 

perseroan terbatas.

Adapun kegiatan perbankan berdasar-

kan prinsip syariah secara kelembagaan 

dapat dilakukan melalui tiga institusi yaitu:

a. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah Bank 

Syariah yang dalam kegiatannya memberi-

kan jasa dalam lalulintas pembayaran.38 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank 

Umum Syariah diatur melalui PBI Nomor 

11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. 

Pasal 2-nya menegaskan bahwa bentuk 

badan hukum Bank (Bank Umum, pen) 

adalah perseroan terbatas. Kemudian Pasal 

5-nya menegaskan bahwa Modal disetor 

untuk mendirikan Bank ditetapkan paling 

kurang sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 

(satu triliun rupiah).

b. Unit Usaha Syariah (UUS)

UUS adalah unit kerja dari kantor pusat 

Bank Umum Konvensional yang berfungsi 

sebagai kantor induk dari kantor atau unit  

yang melaksanakan kegiatan usaha ber-

dasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja  

di kantor cabang dari suatu Bank yang ber-

kedudukan di luar negeri yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional yang 

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 

cabang pembantu syariah dan/atau unit 

syariah.39 Ketentuan lebih lanjut mengenai 

UUS diatur melalui PBI Nomor 11/10/

PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. 

Pasal 2 ayat (1) PBI UUS menyebutkan 

bahwa BUK (Bank Umum Konvensional, 

pen) yang akan melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka 

UUS. Kemudian ayat (2)-nya menyebutkan 

bahwa pembukaan UUS harus dicantumkan 

dalam rencana bisnis BUK.

Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan 

dengan izin Bank Indonesia dalam bentuk 

izin usaha. Modal kerja UUS ditetapkan 

dan dipelihara paling kurang sebesar Rp 

100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). 

Modal kerja sebagaimana dimaksud harus 

disisihkan dalam bentuk tunai.40

F�� %DQN� 3HPELD\DDQ� 5DN\DW� 6\DULDK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.41 PBI yang mengatur Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah, yakni PBI 

Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 2 PBI Nomor 11/23/PBI/2009 

menegaskan bahwa bentuk badan hukum 

BPRS adalah Perseroan Terbatas. Kemudian 

Pasal 4 menegaskan bahwa BPRS hanya 

dapat didirikan dan melakukan kegiatan 

usaha setelah memperoleh izin Bank 

Indonesia. Pemberian izin sebagaimana 

dimaksud dilakukan dalam 2 (dua) tahap, 

yakni: (a) persetujuan prinsip, yaitu 

persetujuan untuk melakukan persiapan 

pendirian BPRS; dan (b) izin usaha, yaitu 

izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS 

38 Lihat Pasal 1 angka 8 UU 21/2008.
39 Lihat Pasal 1 angka 10 UU 21/2008.
40 Lihat Pasal 3 dan Pasal 4 PBI Nomor 11/10/PBI/2009.
41 Lihat Pasal 1 angka 9 UU 21/2008.
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setelah persiapan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a selesai dilakukan.

UUS pada hakikatnya adalah bagian 

atau divisi dari BUK. Oleh karena itu,  

banyak pihak yang sejak awal meragukan 

pelaksanaan prinsip syariah dalam opera-

sionalnya, karena praktis terjadi percam-

puran pengelolaan antara konvensional dan 

syariah mengingat masih dalam satu badan 

hukum Perseroan Terbatas (PT). Kondisi 

sosiologis inilah yang melatarbelakangi 

arti pentingnya pemisahan (spin-off) UUS 

dari BUK sehingga akan menjadi BUS 

sebagai badan hukum mandiri. Konsekuensi 

hukumnya adalah bahwa pengelolaan  

antara BUK selaku induk terpisah dengan 

BUS selaku anak perusahaan.

Alasan mengapa pengelolaan antara 

syariah dan konvensional perlu dipisah 

adalah karena Bank Syariah dan Bank 

Konvensional berbeda secara eksplisit dari 

sisi falsafah dasarnya yaitu bahwa Bank 

Syariah menggunakan mekanisme bagi  

hasil (SUR¿W�	�ORVV�VKDULQJ, PLS), sementara 

Bank Konvensional memberlakukan 

sistem bunga (interest based system, IBS). 

Prinsip inilah yang secara mendasar sangat 

membedakan kedua jenis perbankan ter-

sebut.Tentu saja perbedaan tersebut juga 

berakibat pada implikasi yang berbeda 

pula.42

Dalam skema PLS pada prinsipnya  

hasil (return�� VXDWX� SDUWLVLSDVL� ¿QDQVLDO�

dalam bentuk simpanan maupun pem-

biayaan baru dapat diketahui setelah obyek 

pembiayaan berlangsung (post-determined 

return), meskipun nisbah/rasio bagi hasil 

sudah ditetapkan di muka pada saat kontrak 

perjanjian. Pada kenyataannya nilai dari  

hasil tersebut akan tergantung pada keber-

hasilan bank atau nasabah dalam mengelola 

dananya. Sedangkan, dalam skema IBS, 

hasil (return) dari suatu simpanan atau 

pinjaman sudah dapat diketahui di muka 

dan dinyatakan eksplisit dalam kontrak 

perjanjian (pre-determined return) dan 

nilainya dalam hal ini bersifat tetap tanpa 

mempertimbangkan apakah bank atau 

nasabah mengalami kerugian atau tidak. 

Dalam aspek ini terdapat ketidakseim-

bangan dalam pembagian risiko yang berarti 

terdapat ketidakadilan dalam skema IBS.43

Sebagai bahan perbandingan adalah 

pemisahan spin-off terhadap UUS Bank 

Umum Konvensional telah dilakukan di 

Malaysia. Alasan melakukan spin-off UUS 

Bank Umum Konvensional di Malaysia  

salah satunya adalah untuk lebih me- 

murnikan operasional perbankan syariah. 

Operasional perbankan syariah dalam 

kerangka UUS dianggap tidak murni sesuai 

dengan prinsip syariah karena perusahaan 

induk biasanya mengendalikan semua 

pelaksanaan perbendaharaan yang ada 

pada UUS (Islamic Banking Window) 

dan mengabsorpsi bagian pengeluaran 

(overheads) seperti teknologi dan biaya-

biaya lain.44

42 Achmad Tohirin, “Implementasi Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam Pem- 

bangunan” dalam -XUQDO� (NRQRPL� 3HPEDQJXQDQ� [Vo. 8 No. 1], Juni 2003, Universitas Islam Indonesia,  

Yogyakarta, hlm. 76.
43 Ibid.
44� $QRQLP��³0D\EDQN�ODUJHVW�LQ�,VODPLF�EDQNLQJ�LQ�$VLD�3DFL¿F´��KWWS���ZZZ�WKHLVODPLFEDQNHU�FRP�QHZV�PD\B

EDQNBODUJHVWBLQBLVODPLFBEDQNLQJBLQBDVLD�SDFL¿F�KWPO, diakses pada 9 Januari 2009.
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Adanya pemisahan (spin-off) UUS dari 

BUK menjadi BUS selaku legal entity se-

jalan dengan pilar pengembangan perbankan 

syariah yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia, antara lain terdiri dari:45

(1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM). Untuk menjadi 

bank syariah yang terkemuka di 

ASEAN, SDM bank syariah harus 

memiliki kompetensi yang unggul dan 

profesional. Pelayanan yang memuas-

kan masih menjadi unsur utama dalam 

pengembangan perbankan syariah. 

Untuk itu bank syariah seharusnya 

memprioritaskan pembinaan SDM ini 

dan mengalokasikan dana yang sesuai.

(2) Penguatan Modal. Pertumbuhan 

industri perbankan syariah pada tahun 

2010 khususnya Dana Pihak Ketiga 

(DPK) harus diikuti peningkatan mo-

dal sehingga CAR (Capital Adequacy 

5DWLR)-nya dalam posisi yang kuat yang 

pada gilirannya membuat perbankan 

syariah memiliki daya dukung 

keuangan atau modal yang memadai. 

Modal yang kuat akan memungkinkan 

bank syariah meluaskan sarana jaringan 

bank syariah. Keluasan jaringan kantor 

DNDQ� VHFDUD� VLJQL¿NDQ� PHQGRQJNUDN�

pertumbuhan.

���� 3HQLQJNDWDQ�(¿VLHQVL. Mempertahan-

kan dan meningkatkan kinerja dan 

daya saing perbankan syariah melalui 

SHQLQJNDWDQ� H¿VLHQVL� \DQJ� GLWHPSXK�

dengan jalan ¿QDQFLDO� GHHSHQLQJ 

dengan memperkaya variasi produk  

dan jasa dan tetap menjaga kepatuhan 

pada prinsip syariah, termasuk 

instrumen pasar uang syariah.

(4) Peningkatan Kualitas Sistem Peng-

awasan. Tantangan yang dihadapi oleh 

perbankan syariah dalam aspek opera-

sional (kehati-hatian) membutuhkan 

peningkatan baik kualitas pengawasan 

maupun infrastruktur pengawasan. 

Di sini dibutuhkan pengawas yang 

memiliki integritas tinggi, agar sistem 

pengawasan àla Bank Century tidak 

terjadi pada pengawasan bank syariah.

(5) Peningkatan Pengawasan Perbank-

an Syariah. Untuk mengoptimalkan 

pengawasan syariah dalam rangka me-

mastikan tegaknya sharia compliance 

dalam operasi perbankan, maka PBI  

No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksa-

naan Good Corporate Governance  

Bagi Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah, harus benar-benar 

diterapkan secara konsisten, Bank 

Indonesia harus tegas dan berani. 

Seorang tokoh yang mengawasi 4 atau 

3 bank syariah besar, harus ditinjau 

kembali. Personil Dewan Pengawas 

Syariah jangan hanya beredar DSN 

saja. Harus melibatkan pakar-pakar 

syariah yang memahami perbankan  

GDQ� DVSHN� ¿NLK� VHFDUD� PHQGDODP��

meskipun mereka di luar lingkaran 

DSN. Hal ini dimaksudkan dalam 

rangka mendukung pertumbuhan 

industri perbankan syariah yang 

NRPSHWLWLI� GDQ� H¿VLHQ� GHQJDQ� WHWDS�

menjalankan prinsip kehati-hatian dan 

kepatuhan terhadap prinsip syariah.

45 Anonim, “Evaluasi Bank Syariah 2009 dan Outlook 2010”, KWWS���ZZZ�SHVDQWUHQQXVDQWDUD�FRP�ZDZDVDQ� 

LVODP����HYDOXDVL�EDQN�V\DULDK������GDQ�RXWORRN������KWPO, diakses pada 1 Mei 2010.
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Dengan adanya pemisahan UUS yang 

untuk kemudian dijadikan sebagai BUS 

selaku badan hukum mandiri (separate legal 

entity), maka terciptalah hubungan hukum 

berupa induk dan anak perusahaan (holding 

company and subsidiary). Konsekuensi 

hukum menjadikan BUS hasil pemisahan 

sebagai anak perusahaan dari BUK, 

yaitu perlu adanya pembagian tugas dan 

wewenang. Pembagian tugas dan wewenang 

antara induk perusahaan dengan anak 

perusahaan adalah sebagai berikut:46

a. Tugas induk perusahaan, dalam hal 

ini BUK ialah sebagai koordinator, 

konsultan, dan pengontrol perkem-

bangan dan kesehatan anak per-

usahaan.

b. Wewenang induk perusahaan yaitu me-

nentukan kebijakan-kebijakan umum 

bagi perusahaan kelompok.

c. Tugas anak perusahaan, dalam hal ini 

BUS hasil pemisahan (spin-off) yaitu 

menjalankan kegiatan operasional 

sesuai dengan bidang usahanya sesuai 

dengan prinsip syariah.

Pemisahan (spin-off) UUS dari BUK, 

menurut pendapat penulis juga sejalan  

dengan salah satu prinsip syariah yakni 

larangan pencampuradukan antara yang 

halal dengan yang haram. Artinya dengan 

pemisahan akan melahirkan sebuah badan 

hukum baru yang secara yuridis mandiri, 

sehingga pengelolaannya secara keuangan, 

teknis, administratif, dan organisatoris 

terpisah dari induknya. Oleh karena itu, BUS 

yang lahir karena adanya pemisahan (spin-

off) UUS dimaksud kemudian akan lebih 

fokus dalam mengelola dan mengembang-

kan produk syariahnya secara lebih murni.

Menurut hemat penulis, melalui spin-

off� DNDQ� PDPSX� PHQLQJNDWNDQ� H¿VLHQVL�

pengelolaan secara syariah, penguatan 

modal BUS dengan adanya kewajiban 

untuk meningkatkan modal secara bertahap 

menjadi paling sedikit Rp 1 triliun dan 

harus sudah dipenuhi paling lambat 10 

tahun setelah izin BUS diberikan oleh 

Bank Indonesia, serta peningkatan ketaatan 

terhadap prinsip syariah. Ketaatan terhadap 

prinsip syariah akan semakin optimal dengan 

adanya peningkatan pengawasan terhadap 

BUS yang bersangkutan dan pemisahan 

SDM yang melakukan pengelolaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan tersebut 

di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

(1) Mekanisme pemisahan (spin-off) 

UUS menjadi Bank Umum Syariah dapat 

ditempuh melalui dua alternatif, yaitu: 

pertama, mendirikan Bank Umum Syariah 

yang baru; kedua, mengalihkan hak dan 

kewajiban Unit Usaha Syariah kepada Bank 

Umum Syariah yang telah ada. (2) Implikasi 

pemisahan (spin-off) UUS terhadap ketaatan 

bank dalam menjalankan prinsip syariah 

adalah cenderung meningkat, karena dengan 

tindakan tersebut UUS akan berubah menjadi 

BUS yang merupakan badan hukum mandiri 

(separate legal entity). Konsekuensi hukum 

yang muncul adalah pengelolaan BUS akan 

terpisah dari BUK selaku induk perusahaan, 

46 Khotibul Umam, 2009, ³3HUOLQGXQJDQ� +XNXP� %DJL� 3LKDN� %HUNHSHQWLQJDQ� $WDV� $NXLVLVL� GDQ� .RQYHUVL� 

37��%DQN�-DVD�$UWD�VHUWD�3HPLVDKDQ�8QLW�8VDKD�6\DULDK�ROHK�37��%DQN�5DN\DW�,QGRQHVLD��3HUVHUR��³7EN�´� 

Tesis pada Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM, hlm. 104-105.
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baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun 

operasional kegiatan usaha.

Berdasarkan pada kesimpulan ter- 

sebut, penulis memberikan rekomendasi  

agar BUS hasil pemisahan UUS dari  

BUK benar-benar melaksanakan kegiatan 

secara lebih syariah, yakni mendasarkan  

pada Fatwa DSN-MUI dan PBI terkait.  

Selain itu juga perlu diimbangi oleh 

peningkatan fungsi pengawasan dari 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) BUS  

yang bersangkutan. Dengan demikian,  

maka melalui pemisahan (spin-off) UUS  

dapat berimplikasi pada semakin mening-

katnya ketaatan BUS terhadap prinsip 

syariah.
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